 BUPATI KARANGANYAR _

Menlmbang

a

b

PERATURAN BUPAT! KARANGANYAR i
NOMOR éa> TAHUN ZOH |

”'-j§” | TENTANG

h PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA”J*

YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN e

7 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

bahwa dengan dlserahkannya aset desa yang desanya menjadl Kelurahanlf

perlu adanyd peraturan khusus terhadap aset desa yang cesanya menjadl >

Kelurahan

bahwa untuk kelancaran dan terttb adm1mstrasn pengelolaan barang daerah‘ [

- yang berasal dari desa yang berubah ~statusnya - menjadi Kelurahan
.- dipandang perlu pedoman pengelolaan barang daerah yang berasal dan desa ‘
yang berubah statusnya meruadu Kelurahan S i '

g C. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan dengan Peraturan‘_f

'*‘5 {f Bupan
 Mengingat ¢

. S !

B 5 « N h,,
T .
,; Sl

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—";}

~ Daerah’ Kabupaten Dalam Llnkgungan PFOVInaI Jawa Tengah;-

"Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten*ang Pembentukan Peraturan‘:k‘[
-+ Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

‘Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389)

.- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah s
. (Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun' 2004 Nomor 125, Tambahan -
- . Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomor 4437) sebagaimana telah
' diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12

© Tahun.2008 tentang Perubahan Kedua Atas ‘Undang-Undang Nomor 32 = -

~ Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk’
- Indonesia Nomor4484) ity , , e

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 200‘3 tentang Desa (. Lembaran'fﬁ" |

- Negara Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomar 138, Tambahan Lembaran__f{

Negara Repubhk Indonesna Nomor 4587);

Peraturan. Pemerlntah Repubhk lndonesna Nornor 73 Tahun 2005 tentang

o "+ Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159

Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesna Nomor 4844) »
Peraturar. Pemerlntah Republlk Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaani Barang milik . Negara/ Daerah (Lembaran Negara. Republik

- Indonesia tahun’-2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republuk

lndonesna Nomor 4609) LN :



T Menetapkan

i Gt ; ) - o b

7 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman ."
tehnls pengelolaan barang mlllk Daerah SR

c i
!

'”f?gﬂfy MEMUTUSKAN f’fi»Q

e

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDowmm!PENGELOLAAN BARANG |
' DAERAH YANG . BERASAL DARI DESA YANG BERUBAH STATUSNYA -
MENJADIKELURAHAN | S R TR LR

e
S

‘t

< »‘. :

"‘BABI

KETENTUAN UMUN

l
4

Pasal 1 :‘ S

'

Dalam Peraturan Bupatl ini, yang d|maksud dengan

@ . ‘1.‘ Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar

: Bupatl adalah Bupatl Karanganyar

2 Ve o
3 Camat adalah Camat di wnlayah Kabupaten Karanganyar
4

. 'Lurah adalah plmplnan Kelurahan yang berada d| bawah dah bertanqgung

. jawab kepada Bupati melalui Camat ;

5 Kelurahan adalah wulayah kerja Lurah }sebagal perangkat}Daerah

: Kabupaten dalam wulayah ker]a Kecamatan;

& 6. Barang m|I|k daerah yang kemudlan disebut barang Daerah ada!ah semua ‘,

_ barang yang diperoleh dari penyerahan barang-barang baik yang bergerak
- maupun tldak bergerak dari Kelurahan kepada Pemerintah Daerah

7. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

i menetapkan kebuakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang,‘ ,

8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguunaan

~ barang daerah

9 Kuasa pengguna barang adalah kepala eatuan unlt kerja atau peJabat yang i
. ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada o SR

-dalan penguasaannya dengan sebalk balknya

-51’7_‘-10 Perencanaan kebutuhan ‘adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

1. Penggunaan adalah kegiatang yang dilakukan oleh pengguna barang L

- barang ml|lk .daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang

~telah - lalu ; dengan keadaan yang sedang berjalan sebaga| dasar dalam g

me!akukan tlndakan yang akan datang, e

dalam mengelola dan menatausahakan barang m!ltk daerah

12 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang mnllk daerah yang tldak
dlpergunakan sesuai dengan ' tugas pokok dan funq3| lembaga / satuan -
~ kerja perangkat daerah , dalam bentuk sewa, pinjam pakai , kerja sama .’

pemanfaatan dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tudak
merubah status kepemlllkan ‘ S - -

‘."-'13 Sewa adalah Pemanfaatan barang Daerah oleh flhak Ialn dalam Jangka ?}fy"

wak’ru tertentu untuk menenma lmbalan uang tunan

| 14 ijam (pakal adalah penyefahan penggunaan barang daerah dalam

~ jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan_dar setelah jangka waktu -
tersebut berakhlr harus dlserahkan kembali kepada pengelola barang,

= ', - 15.Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan ‘barang daerah oleh

- pihak 'lain dalam  jangka waktu tertentu. dalam rangka penmgkatan
: V,penerimaan pendapatan daerah dan sumber pemblayaan lainnya; '

o




;’ “ fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; |
- 17.Bangun serah gina adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanan

R t LR

joot
3 :

,__f',f'16 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah -

- oleh pihak Hain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana‘

: "jberlkut fasmtasnya kemudian - didayagunakan oleh pihak lain tersebut ;

~ dalam jangka -waktu' tertentu  yang telah disepakati untuk selanjutnya L
_ diserarkan kembali tanah beserta bangunann dan / atau sarana berlkut

I
i

~oleh pihak la|n dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut - :

: ffasulltasnya 'dan setelah selesai pembangunannya  diserahkan untuk ,
. dldayagunakan oleh plhak lam tersebut dalam Jangka waktu tertentu yang LT

- disepakati; | Lo

18 Penghapusan adalah tlndakan menghapus barang daerah darl daftari
 barang dengan menerbltkan surat keputusan = ‘dari pejabat yang -
berwenang untuk membebaskan ‘pengguna - dan/atau kuasa pengguna =
©:  barang 'dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab admumstras: dan
oo fisik atas barang yang berada dalam penguasannya; : ;

"-_'j.-‘f‘r19,’Pem1ndahtanganan adalah’. - pengalihan kepemmkan barang daerah_
- sebagaj tindak lanjut dari’ penghapusan ‘dengan cara dijual, dlpertukarkan;; S

dlhtbahkan atau dlsertakan sebaga| modal pemermtah daerah;

20 Penjualan adalah pengallhan kepemilikan barang daerah kepada p'hak

lain dengan menenma penggantlan dalam bentuk uang;

f*'fi;“21 Tukar menu&ar adalah pengallhan kepemlhkan barang daerah yang'ﬂ‘

~dilakukan dengan plhak lain dengan menerima' penggantian dalam bentuk G
barang, sekurang kurangnya dengan nnlan sebandmg,‘ : '

o ‘;”22 Hibah adalah pengallhan kepemmka barang dari pemerintah’ pusat kepada

pemennfah daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,.

o antar pemerintah daerah atau dari pemenntah pusat/ daerah kepada P‘hak

lain, tanpa mamperoleh penggantlan P

: 7?;‘,23 Penyertaan modal Pemerintah daerah adalah pengallhan kepemlhkan S
" barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan ' = -

- menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dlperhltungkan sebagal modal/

.- saham daerah pada badar usaha mlhk negara, badan usaha mmk daerah s

“atau badan hukum lainnya;

i 24, Penatausahaan adalah rangkaian keglatan yang mellputl pembukuan.{
: inventarisasi, dan pelaporan barang daerah sesual dengan ketentuan yang';; o

beﬂaku

i
»;\

'?‘.\”;:’ :25 InventansaSI adalah keglatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan o

pelaporan hasn pendataan barang milik daeran

",26 Penilaian adalah suatu proses kegtatan peneltttan yang selektlf dldasarkanf |
'+ pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ S

dtekmk tertentu untuk memperoleh nllal barang ‘daerah.

27 Daftar barang pungguna yang selanjutnya dls.ngkat dengan DBP adalah;(l o
daftar yang-memuat data barang - yang dlgunakan oleh masnng masmgj" o

pengguna barang, i Con

l

: 28 Pelelangan adalah proses kegsatan tawar menawar harga untukfy_ﬂ},f’
menyewakan “tanah milik daerah dalam Ja'\gka ‘waktu tertentu yang ‘}

_dilakukan oleh Tim Penertlban dan Pelelangan dengan peserta |elang,

| 29 Pemenang Lnlang adalah peserta lelang yang memberikan penawaran

tertunggl dan dltetapkan sebagal pemenang Ielang oleh Panitia Ielang



3 . L |

-, . ., 'BAB ll ;
S BARANG BARANG DAERAH
Coolo , ~ Pasal2. 7 )

1
.-
3

L
5(1) Barang- barang Daerah mellputl

a. Barang bergerak; - o : SR
b. Barang tidak bergerak S SR

'
i
i

(2) Barang- barar‘g Daerah yang bergerak sebaga mana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi semua barang inventaris kantor, dokumen dan peralatan
untuk peryelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

RS ;'(3) Barang daerah yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud - pada .ayat (1)

 huruf b mellputl tanah, bangunan dan gedung yang dlgunakan untuk
pelaksandan tugas pokok funQSI pemermtahan

Pasal 3 '.
Barang daerah yang tidak bergerak sebagaimana dlmaksud dalam = Pasal 2
ayat (3) berupa tanah bangunan dan gedung yang berasal dari desa menjadi
Kelurahan- terdiri dari: . . :
.a. Tanah mehputl b,
. 1) Tanah KasDesa; '
, ‘, -2) Tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat Desa
.- .3) Tanah.pemakaman umum Desa;
- 4) Tanan pasar/ kios Desa;
5) Jalan, tanggul dan Saluran; ' : P
8) Tanah Pangonan dan tanah Oro-oro yang telah dlkelola/ dlkuasal Desa;
- 7) Lain-lain tanah yang telah.dikuasai Desa -
b Bangunan dan gedung Mellpun
' 1) Gedung kantor :
'2) . Gedung partemuan,
. 3) Bangunan gudang;
.- 4) Bangunan Jembatan
. 5) Bangunan Gapuio;
' 6) Bangunan dan gedung lainnya.

) . Pasal4

P

)y Pengel'olaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,

o transparans:/ keterbukaan efisiensi, akuntabllltas dan kepastlan n|Ia|

-{2) Pengelolaan barang daerah’ meliputi :
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pengadaan :
Penggunaan, , , o
Pemanfaatan R
Pengamanan dan pemehharaan
Penilaian; , bl o S
Penghapusan R N I A
Peralihan hak; . s
Penatausahaan R

' Pemblnaan pengawasan -dan pengendahan

' - . [
. .

; BABIII L S

T TTQ@ Mo a0 T

‘PEJABAT PENGELOLA BARANC: DAERAH

'% ' ' Pasals :'.
1 o

- "-Pejabat penge!ola barang daerah terdiri dari
S a. Pemegang kekuasaan pencelolaan barang Daerah

)
N
t
5
‘

)



e

‘ i'( b.
& Pengguna bairang Daerah. -

i
e

IR I

Pengelola Barang‘ Dnéer_ah; e

g Pasal 6

oo
'i

(1) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah adalah Bupatu =

e ' (2) Pengelola barang daerah adalah Sekretaris Daerah. 4 R
(3) Pengelola . barang daerah sebagaimana - dlmaksud ayat (1) dalam
- melaksanakan tugasnya dlbantu oleh Tlm Pelaksana Pengelola barang

Daeral vang terdiri dari :

.- a. Assisten Pemerintahan berkedudukan sebagal Ketua St
. b. Kabag Pemermtahan Desa dan Kelurahan bnrkedudukan sebagalﬁ*_i k

 Sekretaris.. ' i
c. Kepala Dlnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Derah

e berkedudukan sebagai Anggota. :
. d. Inspektur Kabupaten berkedudukan sebagal Anggota

(4) Pengguna Barang adalah Lurah

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang Daerah sebagaxmana dlmaksud f

—e. Kepala Baglan Hukum berkedudukan sebagan Anggota f
~f.. Camat berkedudukan sebagai Anggota

1

Pasal 7

~dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyau wewenang ;

oA,
b ." b'

menetapkan: kebuakan pengelolaan kekayaan Daerah f g
menetapkan panggunaan pemanfaatan dan pemmdahtanganan tanah dan L

.. bangunan;. |’

G
o
o lukan persetujuan DPRD;

; . menyetujui- usul pemlndahtanganan dan penghapusan barang m|||k
i Daerah sesuan batas kewenangannya e L e e

menetapkan kebuakan pengamanan kekayaan Daerah .
mengajukan ‘usul pemlndahtanganan tanah dan bangunan yang memer-

Lo Pasal8

} if\ ;
; 3

Pengelola barang Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ' |

* berwenang dan bertanggung jawab ;

b
Ak,

d.

menetapkan pejabat yang rengurus dan menylmpan barang mlllk Daerah
meneliti. dan meryetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

‘meneliti- dan menyetu1u1 rencana kebutuhan pemellharaan dan perawatan i
‘barang milik Derah;, S e
mengatur [ pelaksanaan o pemanfaatant e penghapusan : dan e
fpemlndahtanganan tanah dan bangunan yanq telah dlsetUJUI oleh Bupatn o

' dan atau, DPRD;

melakukan koordmasn dalam pelaksanaan mventansasn kekayaan Daerah

melakukan plengawasan dan pengendahan atas pengelolaan kekayaan_:('f, ‘
Daerah W v

S

“ Pétsal" 9‘ G

I

| '*Pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab

a

G

mengajukan rencana kebutuhan dan pengangaran kekayaan daerah untuk} S
- kepentingan penyelenggaraan pemermtahan Kelurahan.. - - i
mengajukan ipermohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk*
- penguasaan dan penggunaan kekayaan daerah yang duperoleh dari beban‘
~APBD dan perolehan lainya yang sah; ; :
menggunakan kekayaan daerah yang berada dalam’ keauasaannya untuk .
- kepentingan penyelenggraan tugas pokok dan ‘ fungS| Pemenntah :

Keluraha_n;}




\

: j d mengamankan dan memehhara kekuasaan Daerah yang berada dalamg o

SRa penguasaannya e : .
e ‘mengdlUkan usul perallhan hak atas tanah sebaga| t;ndak Ianjut tukar ‘

- menukar berupa tanah dan bangunan yanq ‘masih dipergunakan untuk |

penyelenggaraan tugas: pokok dan fungsn nariun tldak sesual dengan Tata 5

S orruang wulayah atau penataan kota, o
- f. menyerahkan' tanah dan bapgunan: yang tldak dlmanfaatkan untuk‘ .
" kepentingan penyelengganaan tugab pokok dan fungss Kelurahan kepada -

. pengelolabarang; o

. g. melakukan pengawasan dan pencendallan atas penggunaan kekayaan,‘ :

~ daerah yang ada dalam penguasaan; :

h. melakukan pencatatan dan mventansaSI kekayaan daerah yang berada' B

- dalam kekuasaanya

n menyusun dan menyampalkan Iaporan penggunaan kekayan daerah yang[':f" -

‘. berada dalam penguasaannya kepada pengelola kekayaan Daerah

L , BAB lV e

i E PEMANFAATAN BARANG DAERAH
e Baglan Kesatu ' - g »
’Dasar dan bentuk pemanfaatan barang Daerah b

‘:; .

‘ i ';; Pasal 10

f'v~(1)" Pemanfaatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang;f‘t e
“diperlukan : untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi .
., pengguna dnakukan oleh: pengguna barang dengan persetUJuan Pengelolas .

barang. e

‘ ;‘ﬁ(é)',Pemanfaatan barang Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
- dilaksanakan_ berdasarkan pertlmbangan ’[(.,hnlS dengan memperhatlkan‘jv.‘ o

: kepentlngan daerah dan kepentlngan umum..
: e { o Pasal 11
' ,_5' Bentuk bentuk Pemanfaatan barang daerah berupa
o ‘a. Sewa; ot ! S
- 'b. Pinjam pakai; : :
~ .C. Kerjasama pemanfaatan dan _‘ 0
d Bangun serah guna dan bangun guna serah
| Baglan kedua i |
3 aalkle . . Pelaksanaan Sewa e
g o0 . Pasalf2
fPenyewaan barang daerah dllaksanakan dalam bentuk : I e
~a. Penyewaan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah S
- diserahkan  oleh pengguna barang kepada. pengelola barang. ' L

b Penyewaan | atas barang daerah selain ’tanah dan / atau bangunan yang'_ i

v masm dxgunakan ol°h pengguna barang

Pasal 13 .

-(1) Barang Daerah dapat dssewakan kepada plhak Ia|n sepanjang meng-f-»'
. untungkan Daerah. ~ 5
- (2) Penyewaan| barang daerah atas tanah dan/atau bangunan dllaksanakan
- oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
' "";‘,(3) Penyewaan barang daerah berupa tanah pertanlan dllakukan dengan tata
e cara pelelangan tahunan i %
! ' ] 3 N : RN . Lo P

R
e

l,':

;V"‘



(@
¥

e ., tahun dan depat diperpanjang.
~(6)

Penyewaan barang daerah selaln tanah dan/atau bangunan dllaksanakan .
oleh pengguna barang. . © - o
Jangka waktu penyewaan barang daerah b arupa tanah pertanian paling
lama 1 (satu) tahun dan tanah selain lahan partan:an pallng lama 5 (lima) -

Penetapan ' tarif sewa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- :
undangan yang berlaku.’ '

' (7) Sewa menyewa barang daerah dituangkan dalam perJanJlan sewa menyewa

yang sekurang-kurangnya memuat: ‘
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjlan, :
b. Jenis, Iuas atau Jumlah besaran sewa dan jangka waktu,

- C. Tanqgung jawab penyewa atas beaya operasnonal dan pemehharaani,yi

s@ ™o

)

%;(2)

selama jangka waktu penyewaan; - .1
‘Hak dan- kewajiban para pihak; ‘
Penyelesaian perselisihan; ‘ :
Keadaan diluar kemampuan para plhak ( force ma/eure );
Penlnjat.an pelaksanaan perjanjian; - !
Persyaratan lain yang d!anggap perlu S

g ’1.- ';' Bagnan Ketlga |
Tata cara sewa menyewa barang daerah dengan pelelangan

' " Pasal 14 ‘

Pelelangan barang Daerah yang berupa tanah pertanian sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan secara terbuka untuk umum
bagi Warga ‘Kelurahan setempat yang dllak anakan di Balal Kelurahan
setempat . .

Apabila Lelangan tanah pertanlan sebagalmana dlmaksud ‘ayat (1) tidak |
ada pemenangnya maka diadakan pelelangan ulangan yang dapat diikuti

~ oleh warga masyarakat diluar Kelurahan setempat .

RO

@

(1)

| Pasal1s ) |
Pelelangan tahunan barang daérah berupa tanah nertanian sebagalrnana gy
‘dimaksud | pasal 14 ayat (1) dilakukan " oleh Tim Penertiban dan
pelelangan‘tanah Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah Kas desa

- yang Desanya berubah statusnya menjadi Kelurahan; .

@

Tim Penertiban dan pelelangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kelurahan.

Tim nngkat Kabupaten sebaga|mana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh
Bupati. | .- -
Tim Tungkat Kelurahan sebagalmana dlmaksud ayat (2) dibentuk oleh -
Lurah. . | . o

f R Pasal 16

Tim tlngkat Kabupaten sebagalmana dlmaksud pasal 15 ayat (3)',:
mempunyai tugas ‘ ,
a. merumuskan perencanaan ‘kegiatan - dalam rangka pelaksanaan

penertiban dan pelelarigan barang daerah berupa tanah yang berasal

dari' tanah Kas. Desa yang Desanya menjadi Ke'urahan Kabupaten o

: Karanganyar .
b. merumuskan kebijakan Pemerlntah Kabupaten Karanganyar dalam
rangka Pelaksanaan ‘Penertiban dan Pelelangan barang Daerah berupa
tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi
Kelurahan ‘Kabupaten-Karanganyar ;

. mengadakan Inventarisasi terhadap barang daerah berupa tanah-tanah

yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan
Kabupaten Karanganyar mengadakan pengecekan ke setiap
kelurahan mengena| tanah dlmaksud ‘ : '

"



L melaksanakan lelangan / sewa tahunan barang daerah berupa tanah-' : v
.. tanah yang: berasal dari tanah Kas Desa yang Decanya menjadrp'[

Kelurahan' dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah; .

'. - e melaporkan has:l pelaksanaan tugas kepada Bupa’u

(2) Tlm tlngkat_ Kelurahan sebagalmana dlmaksud pasal 15 ayat (4) mempunyat, |

~tugas:

‘ @f,"fg; a. menglnventdnsaSI barang daerah berupa tanah tanah yang berasal dal'l"; (e
- tanah Kas Desa vyang Desanya ~menjadi Kelurahan Kabupaten =

: Karanganyar mengadakan pengecekan ke setlap lokasu t tanah;"‘
dimaksud; ,

| b. menyiapkan admlnlstrasx yeng berkaltan dengan pelaksanaan Lelangan i

- C mangadakan sosialisasi, kepada warga kmasyarakat “di kelurahan:_ o
- +.masing- masung mengenai pelaksanaan lelangan barang daerah berupa
tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadf,‘} .

iy PemenangLe\ang el i

~o

‘barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa
yang Desanya menjadi Kelurahan; =

_ Keiurahan

d.r‘membantu Tim Penertlban dan Pelelangan tanah Kabupaten dalamy.

: 'keglatanz lelangan / sewa tahunan tanah-tanah pemerintah Kabupaten £
yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadl Kelurahan
membuat Berita Acara Pelelangan; -

‘menjadi Kelurahan BEE

g melaporkan has:l pelaksanaan tugas kepada Bupatn

!
H

R Pasal17 : , :
Sebelum . dladakan pelelangan T|m Penertlban dan pelelangan

: menentukan harga dasar Lelangan dengan memper’umbangkan hasul 0
Tlelangantahunyanq Ialu : S ; : :

~ 'Dengan berpedoman pada harga dasar pelelangan sebaga,mana

dimaksud pada ayat (1) - Tim Penertiban dan Pelelangan memberikan

penawaran kepada peserta pelelangan untuk mendapatkan penawaran,

yang tertunggl untuk dltetapkan sebagal pemenang lelang

“Apabila’ penawaran tidak mencapai harga dasar sebagaiman dlmaksud AN
~ pada ayat (1) “maka Tim Penertiban dan: pele,langan mengambil langkah, o
_untuk mengadakan penawaran “kembali guna memperoleh penawaran
“yang tertmgg| e S o

Pelaksanaan pelelangan dltuangkan dalam Berlta Acara pelelangan dan s

ditanda tangani bersama: antara T|m Penertlban dan Pelelangan dengan o

xf‘

 Pasal 18 ;]";‘“

'-Pemenang ‘Iélang berhak mengelola dan mengusahakan tanah yang dllelang

. .secara layak sesual dengan peruntukannya dalam jangka waktu yang telah o
) _,dltetapkan a S e T

08

w 'P'asal1‘9 i i

Pemenang Ielang Wajlb membayar seJumlah harga/nllal lelangan.. i

kepada Kepala Daerah melalun Tim Penemban dan Pelelangan dan harus;- .

lunas pada saat Pelaksanaan lelangan. 1
- Hasil Lelangan sebagaimana dimaksud pada ayat ) dusetorkan ke‘Kaa": S
- Daerah Kabupaten Karanganyar. - B
‘ Apabtla pemenang lelang tidak dapat memenuht kewajlbannya

'sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dlnyatakan batal sebagai pemenang
lelang dan T:m Penertlban dan Pelelangan berhak mengadakan lelang.
'ulang S O e ,

TR

~ f. melaksanakan tugas, lain yang berkenaan dengan pengelolaan barang S
~ ~daerah berupa tanah - yang berasal dan tanah kas desa yang desanya e



; H .
i .

e T Pasal 20 o

";‘() Pemenang} ielang dilarang mengallh fun931kan penggunaannya sela|n7'~,,fl

‘untuk tanarnan tebu dan untuk lahan pertanlan

(2)',Pemenang Ielang dllarang memlndah tangankan pengelolaan tanah |

- Pemerintah Kabupaten kepada plhak laln tanpa seizin Bupatl atau pejabat .

.~ yangdlturuuk ,_ PO B e L ~_ g ‘
(3); Keterlpmbatan penyerahan kembah Iahan tanah eks bondo Desa setelah 2
‘ habis masa. lelang disebabkan masih adanya tanaman, Tim Penertlban,

. dan Peielangan tanah dapat mencabut tanpa memberl gantl rugl berupa T

l:‘

apapun o | , |
¢ Tye § g R
Ll Baglan Keempat

e e Pinjampakai e
| Pasal 21 - f;‘

%’f(1) Plnjam pakal barang mlllk daerah dlpergunakan oleh Pemermtah antarl ; |

Instansi atau Pe'nerlntah Daerah dengan Pemerintah Daerah;

‘;(2) Pinjam pakal barang milik ‘daerah  berupa tanah dan/atau bangunan' L
~ . maupun selaln “tanah ' dan/atau bangunan dllakukan oleh angelola

.. setelah mendapat persetujuan Bupati; :
(3) Pinjam pakai: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat

' a. barang milik Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD;
b. barang mlllk daerah yang dlplnjampaka(kan tersebut hanya boleh

o dlgunakan _oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya; . o

- c. pinjam pakai tersebut, t:dak mpngganggu kelancaran tugas pokok; o

. instansi atau SKPD; ,
d. barang mlllk Daerah yang dlpmjampakalkan harus merupakan barang‘
~ yang tidak habis pakai;

L e. peminjam " wajib memelihara dan menanggung blaya bxaya yang

ol dlperlukan selarma peminjaman; ~
N T pemlnjam’bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang, ‘

g. jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 2 (dua) tahun dan apab:la S

dlpprlukan dapat diperpanjang kembali;

h. pengembalian barang riilik daerah yang duplnjam pakalkan harus dalam =

: - 'keadaan baik dan Iengkap i e
(4) Pinjam pakal dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjnan dengan sekurang— Sy
’ kurangnya memuat: , _ :
p|hak-p|hak yang terikat dalam perjanjtan
jenis, luas dan Jumlah yang d!pmjamkan
- jangka waktu pinjami: paka| : i ' B
: tanggung jawab pemlnjam atas. blaya operasmnal dan pemehharaan “
_'selama Janqka waktu peminjaman; .~ . o
perqyaratgn lain yang dianggap perlu E

.Qjo .dsﬁ

m

. S . .“éag'iah K’élim‘a’f N

‘ ; 'Kerja‘Sama péma'nfaa,tian :

M T | i Pasa§22 g i Lo
"(‘1') Pemanfaatan’ barang daerah berupa kerja 's‘ama : pemanfaatan |

,j dilaksanakan dalam rangka : o

" a. mengoptlmalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Daerah

b. memngkatkan penerimaan/ pendapatan Daerah.

‘*2)" Kerjasama' pemanfaatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

‘ dnlaksanakan oleh pengelola barang. |

(3) Kerjasama pemanfaatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

dllaksanakan oleh" pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari
_Bupatl } L e

e Ll

il
Db



N Pasal 23 LR
ﬁfr,«' e

(1) Kerjasama pemanfaatan barang daerah atas tanah dan , ba‘ngUnan

' dllaksanakan dengan ketentuan : ; ;
a. tidak tersedia atau tidak. cukup dana dan Anggaran Pendapatan dan»
iy Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasnonal/pemellharaan yang
8 :~d|perlukan terhadap barang milik daerah; - -
- b. mitra kerjasama pemanfaatan dltetapkan melalui tender dengan
- mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat; -
c. mitra kerjasama pemanfaatan . harus ‘membayar  kontribusi. tetap Ke -

~rekening 'kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu

- pengoperasian yang telah dltetapkan dari hasil perhltungan tlm yang :
~~ dibentukioleh Bupati atau pejabat yang dltunjuk A
d. ‘besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembaqnan keuntungan hasul ‘
S kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari- hasil perhltungan tim yang
. diberituk oleh Bupati atau pejabat yang dltunjuk -

" . e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan ‘pembagian keuntungan hasn T

A ~kerjasama pemanfaatan harus ‘mendapat persetu;uan pengelola barang;
v f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan
; dularang .menjaminkan atau menggadalkan tanah milik daerah

4 'memundah tangankan: barang milik daerah kepada flhak Ialn yang
- menjadi obyek kerjasama ‘pemanfaatan;

g jangka waktu kerjasama pemanfaatan pallng lama 30 (tlga puluh) tahun i

se;ak perjanjlan ditandatangam dan dapat d'perpanjang

l

;?(2) Semua blaya berkenaan dengan persnapan dan’ pelaksanaan kerjasama G
o pemanfaatan tldak dapat dlbebankan pada 'Anggaran Pendapatan dan e
S Belanja Daerah e o ,

Bag|an Keenam e
Bangun serah guna dan bangun guna serah
‘? ' Pasal24 I.:‘f;‘ |

o "_’:(1) Bangun guna serah dan bangun serah gum tanah dapat dllaksanakan |

~-dengan persyaratan sebagal berikut :

a. Pengguna memerlukan:bangunan dan fas silitasi bag| penyelenggaraan‘f L

pemermtahan daerah untuk kepentlngan pelayanan umum dalam .

~rangka: penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 2

b, Tidak teisedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahg i
‘ untuk penyedlaan bangunan dan fasilitasi dlmaksud : o

‘ ' /(2) Bangun'guna serah dan bangun serah guna sebagalmana dylmaksud pada:

o ayat (1) dllquanakan oleh pengelola barang. | i
~(3) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebaga:mana dlmaksud pada- '

-ayat (1) dllaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetUJuan_ h |

; Bupati. ' . @" :
[(4) Tanah yang Istatus penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah o

5 dlrencanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna - 5 o
o ‘barang yang bersangkutan dapat dilakukan bangun guna serah dan

~ bangun serah guna setelah terlebih dahulu dlserahkan kepada Bupati.

> ,‘(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sgbagaimana dimaksud padé S L
‘ ayat (4) dllaksanakan oleh pengelola baranJ dengan mengikut. sertakan = -

.pengguna: oarang dan/a’rau kuasa pengguna barang sesual tugas pokok[, :
dan fungsmya g o , 8
| e ,j; oy Pasal 25 | ; |

: Penetapan status penggunaan tanah sebagal haSI| dan pelaksanaan bangun
~:guna serah dan|bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati untuk barang

- . .Daerah, dalam rangka penyeienggaraan tugas pokok dan fun95| satuan kerja
gi‘perangkat daerah terkalt o g S ~




ey
+ 3

e ‘ ~ Pasal 26 oy ",

: Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna pallng lama 30 L
~(tiga puiuh) tahun sejak perjanjian dltandatanqam e i

- Penetapan|'mitra bangun guna serah dan imitra bangun serah guna" :

~ dilaksanakan - melalui - tender dengan menglkutsertakan : sekurang-

kurangnya. hrna peserta/pemlnat : ;
Mitra bangun ‘gunaserah dan mitra banqun serah guna yang telah £

-+ ditetapkan,:"-selama - Jangka waktu pengoperasnan harus memenuh|
kewajiban sebagai berikut: -
@, membayar kontribusi ke rekemng kas umum daerah setlap tahun e
o yang besarannya dltetapkan berdasarkan hasul perhltungan tlm yang‘ (R
- dibentuk oleh pejabat yang berwenang; S

b ~tidak menjamlnkan menggadaikan. atau memlndahtangankan objek; o

N f

bangun guna serah dan bangun serah guna

)  Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagaian barang mlllk daerah hasnl >
'Q,_bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digun akan ,
langsting untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsu pemerintah. R
Bangun guna serah dan 'bangun serah guna dllaksanakan berdasarkan, Sl

" surat perjanjian yang. sekurang kurangya memuat

a, plhak-plhak yang terikat dalam perjanjian;

L, ~ objek bangun guna serah dan bangun serah guna

= ¢, jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna
d. hakdan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjlan

e pe;syaratan lain yang dianggap periu.

lzin: mendqukan bangunan -hasil bangun guna serah dan bangun serah e
- guna harus diatas namakan Pemerintah Daerah. G
Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna A
: .serah dan bangun serah' guna tidak dapat dlbebankan pada Anggaran_ o
Pendapatan dan Belanja Daerah R : :

[ ; e Pasal 27 e : g
Mltra bangun guna serah barang milik Daerah harus menyerahkan objek‘

“bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu

pengoperasian, setelah’ dllakukan audlt oleh aparat pengawasan,j;

@)

fungsional’ pemerlntah

Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek ik
.+ bangun - guna serah kepada bupatn “pada akhir jangka waktul i
\  pengoperasian, setelah dllakukan audlt oleh aparat pengawasan” L

fungsional pemerlntah

: Bangun serah: quna barang mlllk daerah dllaksanakan dengan ketentuanfi
- sebagai berikut : <
-a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna o

kepada bupatl segera setelah selesainya pembangunan. -

b,' Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang rnnhk daerah', S :
~tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; =~ -
c. Setelah jangka waktu _pendayagunaan berakhlr,Aobjek bangun serah

- guna terlebih: dahulu’ diaudit oleh aparat pengawasan fungsional .
= pemenntah sebelum penggunaannya dltetapkan oleh Bupatn ‘ '

FThte (i Baglan Ketu;uh L
Celma e Laln Ialn pemanfaatan i
S - Pasal 28 -

i (1) ',.'Tanah-tanah yang sekaranq digunakan untuk. penghasulan bagl perangkatf: nhY
. 'desa yang tidak bisa diangkat menjadi PNS' (- Pegawai Negeri Sipil ) di -
© . Kelurahan: tetap dlpergunakan untuk- penghasnan perangkat desa yang .

“bersangkutan’ sampai habis masa Jabatannya

Apabila perangkat Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah habis
masa jabatannya maka tanah tersebut dlpergunakan untuk penghargaan
bagl perangkat yang bersangkutan ‘ ,

[

¢
i



(3) Jangka waktu dan besarnya penghargaan sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupatn '

A BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
' Pasal 29

(1) Menteri Dalam Negen melakukan pembmaan pengelolaan barang mlllk
‘Daerah. |

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah .

3) Pengelola' berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksana‘an penggunaan, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam
rangka pe’nertlban penggunaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam rangka penertiban penggunaan , pemanfaatan barang milik daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas
pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada

~pengelola {untuk dmndaklanjutl sesua| ketentuan perundang-undangan

8 Pasal 30
|

(1) Pengguna] barang melakukan pemantauan dan- penertlban terhadap
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan. Barang Milik Daerah yang berada di
bawah penbuasaannya ‘

(2) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengguna ‘dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti- hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan. , ' ~

BAB VI .

A - KETENTUAN PENUTUP

3 ; Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati- ini maka Peraturan Bupati
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 54 tentang Tata Tertib Lelangan tanah Eks

- Bondo Desa yang Desanya menjadl Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak

Diundangka
pada tanggd! .

'SEKRETARI

KASTO

dj Karanganyar | Dr. Hj. RINA IRIANI S

berlaku. ‘

§ Pasal 32
' i

Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam. Berlta Daerah Kabupaten
Karanganyar : , :

Dntetapkan di Karanganyar
Z /7

ATNANINGSIH,M.Hum.
SAare/ 254/

DAERAH

.DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR | ' R



. (3) Jangka waktu dan besarnya penghargaan sebagaimana dlmaksud pada

~ayat (2) dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

j

| | | BABV

PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

(1) Menten Dalam Negen melakukan pembmaan pengelolaan barang milik
Daerah.

(2) Bupati melakukan pengendallan pengelolaan barang milik Daerah.

(3) Pengelola‘ berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas

- pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam
rangka penertiban penggunaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam rangka penertiban penggunaan , pemanfaatan barang milik daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola dapat
meminta: ;aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas
pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(8) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada

 pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan

} - Pasal 30
I S .
(1 Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan pemanfaatan, pemlndahtanganan penatausahaan, -
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di
'bawah penguasaannya.

‘ (2) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat memlnta aparat pengawas '

fungsmnal untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengguna' dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasul audlt'

, sebagalmana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan
Perundang undangan ._ :

: . BAB VI-
‘ ' KETENTUAN PENUTUP
| ' Pasal 31
. .
g : P
Dengan dlberlakukannya Peraturan Bupa’u ini~ maka Peraturan Bupati
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 54 tentang Tata Tertib Lelangan tanah Eks
Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan dlcabut dan dlnyatakan tidak

berlaku. |
Pasal 32

Peraturan Bupa’n ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. o
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar. |
l; - Ditetapkan di Karanganyar

! L pada tanggal/
SR | o BUPATIKARANGANXAR

Diundangkapdi Karanganyar | Dr. Hj. RINA IRIANI SR NANlNGSIHMHum
pada tanggal : I ,
SEKRETARIS DAERAH
KASTONO.DS |

BERlTA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR



